
 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  

UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT  

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa dalam upaya mendayagunakan peraturan perundang-undangan, bahan 

dokumen hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta untuk 

mengembangkan hubungan kerjasama dengan unit kerja hukum terkait, dipandang 

perlu membentuk Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) pada 

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 

2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Standarisasi Teknis Dokumentasi dan 

Informasi Hukum; 

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan 

Pengumuman Pada Badan Pemeriksa Keuangan; 

4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Pelaksan Badan Pemeriksa Keuangan; 

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan 

Pemeriksa Keuangan; 

 

 

 

 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29/K/XIX.MAM/02/2024
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